
WALIKOTA PEKALONGAN 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 20 TAHUN 2006 

TENTANG 

STANDARISASI BIAVA KEGIATAN DAN HONORARIUM, 
BIAVA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN 

BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2007 

Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA PEKALONGAN 

bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2007 dapat berjalan tertib, 
lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya 
Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan 
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2007; 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4548); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah lingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
lingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah lingkat II Batang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

6. Keputusan .............. . 
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6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; 

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota 
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2003 
Seri D nomor 32); 

8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang 
Daerah (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2005). 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Pengelalaan Barang Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

PERATIJRAN WAUKOTA PEKALONGAN TENTANG STANDARISASI BIAVA 
KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAVA PEMEUHARAAN, DAN STANDARISASI 
HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA 
PEKALONGAN TAHUN 2007. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kata Pekalangan 
b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata pekalongan 
c. Standarisasi harga adalah pembakuan harga barang sesuai jenls spesifikasi 

dan kualitas dalam satu periode tertentu. 

Pasal 2 

Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan 
Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kata 
Pekalongan Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Lamplran Peraturan ini. 

Pasal 3 

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan 
Standarisasi Harga Pengadaan Barang sebagaimana dlmaksud Pasal 1 
merupakan harga tertlnggl dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen), sebagai pedoman penyusunan 
perencanaan Tahun Anggaran 2007. 

Pasal 4 

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga 
satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak 
melampaui harga tertinggi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2, serta dapat 
dinegosiasi secara profeslonal dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan 
akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 5 ........... .. 
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Pasal 5 

(1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan 
suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan mendasarkan pada harga 
yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk. 

(2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan 
mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit; 

(3) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang 
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, sedangkan untuk obat non generik 
mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh pabrik obat. 

Pasal 6 

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga 
tertinggi sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang 
rupiah yang berdampak nasional, atau barang - barang yang harga satuannya 
belum diatur dalam peraturan ini atau peraturan yang lebih tinggi harus 
mendapat ijin Walikota Pekalongan. 

Pasal 7 

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota 
Pekalongan Nomor 25 Tahun 2005 tentang Standarisasi Indeks Harga 
Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang 
Kota Pekalongan Tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal8 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Pekalongan. 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 2: Des•ber 2006 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

MOHAMAD BASYIR AHMAD 



NO JENIS / NAMA BARANG SATUAN 
JENIS PEMELIHARAAN 

RINGAN SEDANG BERAT 
6.K PEMELIHARAAN ALAT PERTUKANGAN 

6.K.01 Mesin Pemotong Rumput unit/thn 345.000 863.000 2.500.000 

6.K.02 Stemper MTR 80 HR unit/thn 345.000 863.000 2.500.000 

6.K.03 Mesin Gergaji tangan unit/thn 15.000 25.000 150.000 

WALIKOTA PEKALONGAN 

MOHAMAD BASYIR AHMAD 

6_Pemeliharaan 6.K-1 
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